
 

 
 

PEMERINTAH  KABUPATEN  PONTIANAK 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK 
 

NOMOR    12    TAHUN  2010 
 

TENTANG 
 

RETRIBUSI  PELAYANAN  PASAR 
 

DENGAN RAHMAT  TUHAN  YANG MAHA ESA 
 

BUPATI  PONTIANAK, 
 
 

Menimbang    
: 

a. bahwa untuk  meningkatkan  fasilitas  pelayanan pasar  sebagai 
tempat terjadinya transaksi  jual beli yang berupa  bangunan Los, 
Kios/Toko dan Halaman/Pelataran  yang dikelola oleh Pemerintah 
Daerah dan khusus  disediakan  untuk pedagang, dipandang perlu 
dilakukan pengenaan retribusi. 

 
b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka perlu 
dilakukan penyesuaian atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Pontianak Nomor 08 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar   

 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a dan huruf b, dipandang perlu membentuk Peraturan 
Daerah Kabupaten Pontianak tentang Retribusi Pelayanan Pasar; 

 
Mengingat      
: 

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, 
Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 1820); 

 
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 
76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3209); 

 
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak 

dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 
129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 
3987); 

 
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak 

(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2002 Nomor 27, 
Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia  Nomor 4189 ); 

   

 



 

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Nomor 4389); 

 
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali  terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran 
Negara  Republik Indonesia  Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara  Republik Indonesia  Nomor 4844); 

 
7. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 3209); 

 
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4578); 

 
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 
2007); 

 
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan 

Susunan Organisiasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak  
(Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1); 

 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONTIANAK 
dan  

BUPATI PONTIANAK 
 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan:  PERATURAN DAERAH  TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR                      
 

BAB   I 
KETENTUAN  UMUM 

 
Pasal  1 

 
Dalam  Peraturan Daerah  ini yang dimaksud  dengan : 
 
1. Daerah adalah Kabupaten Pontianak. 
 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
 
3. Bupati  adalah Bupati Pontianak. 
 
 



 

4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah 
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Daerah yang berlaku. 
 

5. Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan berdiri atas halaman/pelataran, 
bangunan berbentuk los dan atau kios dan bentuk lainnya yang dikelola oleh 
Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang. 

6. Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar berbentuk bangunan 
memanjang, beratap tanpa dilengkapi dinding. 

7. Kios adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang 
lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang 
dipergunakan untuk usaha berjualan. 

8. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa  yang disediakan atau diberikan 
oleh Pemerintah Daerah  untuk tujuan  kepentingan dan kemanfaatan umum serta 
dapat dinikmati  oleh orang pribadi atau Badan. 

 
9. Retribusi Pasar yang selanjutnya disebut  Retribusi  adalah pembayaran atas 

penyediaan fasilitas  pasar tradisional/sederhana  berupa Los, Kios/Toko dan 
Halaman/Pelataran yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan  
untuk pedagang. 

  
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan 

Peraturan perundang-undangan  Retribusi diwajibkan untuk melakukan 
pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.  

  
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu 

bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan  fasilitas pasar. 
  
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD, adalah surat 

ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang. 
  
13. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD, adalah surat yang 

oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran 
Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang 
ditetapkan oleh Bupati. 

  
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB, 

adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran 
Retribusi, karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang 
terutang atau tidak seharusnya terutang. 

  
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk 

melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau 
denda. 

  
16. Surat Keputusan Keberatan yang dapat disingkat SKK, adalah surat keputusan 

atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT 
dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi. 

  
17. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan 

yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut Penyidik, 
untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang 
tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan 
tersangkanya. 

 
 
 
 
 



 

BAB II 
RETRIBUSI 

 
Bagian Pertama 

Nama, Objek dan Subjek Retribusi 
 

Pasal 2 
 

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut Retribusi atas pelayanan pasar 
tradisional beserta fasilitasnya yang disediakan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah 
 
 

Pasal 3 
 

(1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah  penyediaan  fasilitas pasar 
tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah 
Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.  

 
(2)   Dikecualikan dari objek Retribusi  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

pelayanan fasilitas pasar yang dikelola   oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan 
Usaha Milik Daerah dan pihak swasta. 

 
 

Pasal 4 
 
Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas pasar,  
yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. 

 
 

                Bagian Kedua 
              Golongan Retribusi 

 
             Pasal 5 

Retribusi Pelayanan Pasar  digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum. 
 
 

BAB III 
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA 

 
Pasal  6 

 
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekwensi penggunaan, golongan pasar,   
jenis fasilitas dan jangka waktu pemakaian.  

 
 

BAB  IV 
PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR  

DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI 
 

Pasal  7 
 

(1) Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya  tarif Retribusi dimaksud untuk 
menutup biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan fasilitas pasar dengan 
mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. 

 
(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyusutan, biaya 

operasional dan pemeliharaan. 
 
 
 



 

BAB  V 
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI 

 
Pasal  8 

Besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut : 

No. JENIS TEMPAT/BANGUNAN BIAYA SEWA / Hari 
1 Los untuk berjualan / meja:   

  a. Daging :   
      1) Sapi Rp. 5.000,-  
      2) Babi Rp. 3.000,- 
      3) Ayam Rp. 2.000,- 
  b. Ikan Basah Rp. 1.500,- 
  c. Buah-buahan Rp. 1.000,- 
  d. Sayur dan lain-lain Rp. 1.000,- 
2 Kios /Toko Rp. 4.000,- 
3 Halaman/Pelataran Rp. 1.000,- 

 
 

Pasal 9 
 

(1) Tarif Retribusi dapat ditinjau kembali secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun 
sekali. 

 
(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 

memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. 
 
(3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan 

Peraturan Bupati. 
 
 

BAB VI 
WILAYAH PEMUNGUTAN  

 
Pasal 10 

 
Retribusi terutang dipungut di wilayah  tempat Pelayanan Pasar diberikan. 
 
 

BAB VII 
SAAT RETRIBUSI TERUTANG 

 
Pasal 11 

 
Saat Retribusi Terutang  adalah pada saat  ditetapkannya SKRD atau dokumen lain 
yang dipersamakan. 

 
 
 

BAB VIII 
PEMUNGUTAN RETRIBUSI 

 
Bagian Kesatu 

Tata Cara Pemungutan 
 

Pasal 12 
 

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain  yang 
dipersamakan. 

 


